dahuha E}ebm.pal m&saiah se;aem bﬂmana dan dengan syarat-syaraé apa _ai
itu dapat dilskukan. Untuk memecahkan masalah-masalah ini perlu dape a-
tikan beberapa hal yang skan dmrmkaz; di bawah ini,

PERKEMBANGAN DALAM NEGERI RRC

Seink meninggainya Mao Zedong pada tanggal 9 September 1676, RRC
mengalm perubahan-perubaban: yang fundamental sebagai berikut. Para
pemimpin yang berkuasa di:RRC menetapkan program empat modernisasi;
yaitu modernisasi: di bidang  pertanian, industri, ilmu - pengetahian dan
teknologi :serta iliter sebagai landasan strategi baru. Program empat - mo-
dernisasi ini mendapat-dukungen yang luas baik deri kelompok Deng Xiao-
ping yang -dianggap ‘kelompok tua -dan berhaluan  moderat - maupun: dari
kelompok Hua Guofeng yang dianggap generasi lebih muds, lebibrevolusio-
ner dan ‘muncil selama Revolusi Kebudayaan. Tetapi pelaksanaan program
modernisasi ini mengalami banyal hambatan, karens infrasiruktur ekonomi
RRC sudah banyak ketinggalen dan Cina kini kekusangan tenaga vang terdi-
dik dan terlatih akibat geiolak-geiolak vang timbul sehubungan dengan pro-
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gram Mao tahun 1958 dan Revolusi Kebudayaan tahun 1966-1976. Di samping
it nilai-nilai dari lembaga masyarakst veng dipariukan untuk mendapatkan
hasil pembangunan serupa its membuiuhkan infrastrukiur politlk terteniu &
mena rakyat dapst berpartisipasi dan hal ini henys mungkin kalau ideclogi
komunis vang ketat mulai dilongzerkan.

Pada akhirfiya hasil pembangunan itu sendiri akan membawa perubshan-
perubshan drastis dalam masyarakat RRC bukan saja perubshan strukiur
masyarakei secars keseluruhen ietapi juga perubahan nilai-nilai komunis.
Masalahnya adalah apzkab hasii tersebut skan membawa kestabilan uniuk

- RRC di masa mendsiang? Yang jelas diharapkan ialsh bahwa hasil-hasil

modernisasi itu akan menciptakan suaiu RRC yang cukup stabil di masa yang
akan datang schingga dapat mendukung kestabilan kawasan Asia-Pasifik.

Di samping itu perientengan di antarz kelompok-kelompok, yaitu kelom-
pok vang mengritik sjaran-ajaran Mao dan kelompok vang membelanya,
merupakan hambatan lain dalam melaksanakan modernisasi ini. Kelompok
Hus tersebut akan banysk menentukan apakah usaha modernisasi kelompok
Deng akan berhasil atau tidak karena kelompok itu timbul selama Revolusi
I{ebudayaan dan terdiri deri generzsi penerus. Mereke rupanys mendukung
usaha-usaha Deng, tetapi harus diakui bahwa kelompok tersebut terdici dan
orang-orang yang revclusioner dan bukan dari orang-orang shli atau
teknokrat sehingga dalam modernisasi nantinya tidak mustahil timbul pertens
tangan.

Keberhasilan usaha modernisasi Deng pasti akan mempengaruhi dukungan
kelompok-kelompok, karena dengan dibukanya lembaran modernisasi itu,
maka akan timbul suatu situasi yang tidak akan mudah diubah oleh siapapun
yang berkuasa di Beijing, terutama karena Mao sendiri sudah tidak ada,

Hambatan lain adalah apati yang ditimbulkan oleh sedemikian banyak ge-
jolak politik selama Mao Zedong berkuasa untuk lebih dari dua puiuh lima
tahun, Pengalaman selama itu telah menimbulkan keengganan pada kader-
kader partai dan birokrat menengah uniuk mendukung sepenuhnya setiap
usaha baru dari Komite Sentral atau Kongres Nasional karens takut bahwa
mereka akan dipersalahkan lagi apabila terjadi gejolak politik seperti yang
sudah-sudah. Di samping itu, akibat gejolak-gejolak yang terjadi selama dua
puluh lima tahun jtu, terutama selama Revolusi Kebudayaan, keahlian dan
latihan yang diperlukan untuk modernisesi sangat terbatas, sehingga keku-
rangan tenaga yvang terlatih dan terdidik merupakan hambatan utama.

i Lxhat Warren Kuo, ”The 12tn CCP C‘ongress Feces Contradictions and Conflicts”, fsue &
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PERKEMB&NGAM POLITIK LUAR NEGERI RERC

Sememak tzmbuinya nertentangan ano«Savnet tahun 1960 akibat alasan-'
alasan historis, ideologi, rasial, konflik perbatasan dan berkembangny
sebagai kekuatan besar tersendiri, maka Uni Soviet menjadi musuh u
RRC: Pertentangan ini demikian mendalamnya sehingga politik iuar Thf _
RRC sangat diwarnai oleh perlawanan terhadap hegemoni Unj Sovzet,'
terutama di sekitar RRC sendiri, seperti terlihat dalam dxplomasmy g :
selalu bemsaha membangun kekuatan aml hagemom '

l}a}am membangun kekuamn anti hegemom ini RRC berusaha me :
pun negara-negara yang kuat untuk dijadikan tulang punggung front) persatu- :
a3 internasional anti hegemoni. Dalam konteks ini sebenarnya Amenka
Serikat: memenuhi syarat ‘sebagai negara pemimpin, karena bukan’ hanya
mempunyal wilayah yang luas tetapi juga kekuatan manusia dan matenai :
Tetapi Amerika Serikat seakan-akan kurang keberanian dan menderita penya—-
kit pasifisme, sehingga bukan tidak mungkin kedudukannya sebagai negara
pemimpin akan tergoyah dan merosot jika tidak bangkit secepatnya. Negara—
negara Barat lainnya, misalnye Inggeris, belum mempunyai syarat sebagal i
pemimpin, Demikian pula Jepang kekuatan politis maupun militernya’ masih
belum’ memadai, RRC sendiri cukup mempunyai potensi, karena sumber-
sumber daya manusiza dan alamnya cukup banyak. Tetapi karena pembangun-
annya beberapa tahun belakangan ini kacau balau, ketinggalan dan bahkan
mundur:belasan-tahun, maka keadaan RRC ﬂéarat negara miskin yang mem-
pertahankan beberapa butir telur sebagal pegangan terakhirnya. Tetapi’ RRC :
sekarang ini‘mulai bangun dan mengejar ketmggalannya serta maial menam- '
p;lkan diri daiam percaturan politik mternasxonal

Se;ak tahun 1974 RRC secara resmi mengelompokkan negara-negara’ dl.
dunia menjadi tiga, yaitw Dunia Pertama, Dunia Kedua dan Dunia Ketiga,
Dunia Pertama terdiri dari dua negara superpower, Amerika Serikat dan Uni'
Soviet. Pengelompokian | ini berdasarkan dua perbedaan karakteristik yaitu'-
kekuatan ekonomi militer yang besar serta usaha untuk mendominasi lain-laisi -
negara. Lain-lain negara ini digolongkan sebagai Dunia Kedua dan Dunia
Ketiga sejauh mereka ini negara industri {maju) atau tidak, Dengan demikian
negara-negara industri Barat dan Jepang digolongkan sebagai Dunia Kedua;
sedangkan negara«negara yang sedang berkembang termasuk RRC sebagm'
Dunia Ketiga.!

Dahulu RRC berpendapat bahwa Dunia Kedus dan Ketiga harus bersatu
untuk melawan Dunia Pertama, tetapi saat ini pendapat itu sudah ditinggal-

} Lihat Peter Van Mess, “The People's Republic of China and Southesst Asza" Asz:m
Boomempmdin Bm] 1 Bl M 0T o] 1480 1o
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kan. Amerike Seriket yang dabulv dlsnggep sebagsai salah satu musuh nisma
karena paling banyak melakukan intervensi & defam negeri RRC' & samping
Uni Soviet, sekarang adalah teman. Didorong oleh keharusan uniuk melawan
Uni Soviet, RRC mengedaken normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat
pada.tanggal 1 Januari 1979, Hubuogan dengan Ameriks Serikai ini jugs.
p@riu untuk ugaha pembangunan dan modernisasi RRC, tetepi vang wrg}mmg
-ae:miah uiasan sirategi militer itu, -

' S@baﬁuin‘ya hubungan dengan Uni Soviet-lah yang sekarang menentukan
hybungan RRC dengan negara-negara lain, Sejak permulsan RRC men-
dukung gagasan ASEAN yang netral di Asia Tenggara karena diperkirakan
akan.bisa. menetraiisasi ide Brezhney mengenai **Asia Collective Security Az
“angemem” yang sangat berbau anti Cina dan bertujusn untuk mengepung
dan, membaﬁdmg pengarun BRRC, Sejak tzhun 1860, hal itu memang telah
menjadi tujuan utama Uni Soviet di Asm dan ipi mengzeser kekuatiran Cias
zsrhadap imperialisme Amerika Serikat.”

; E_ggim puia usahie RRC untel mengadakan hubungan dengen negara-
negara anggota ASEAN adalah dalam rengks mengimbangi pengaruh Uni
Soviet dan Vietnam di Asia Tenggara, Karens itu pulalph REC menentang -
hegemoni Vieinam di Indocing, apaiagi di Asia Tenggars, yang biss dijadikan -
batu loncatan bagi Uni Soviet untuk mengepung RRC deri Selatan. '

-Sejak normalisasinye itu, hubungan RRC dengan Amerika Serikat kisn.
meningkat, meskipun Amerika Serikat tetap menolak untuk menjusl senjats
kepada RRC, karena tidak mau membentuk suatu front militer bersama yang
anti Uni Soviet dengan sogala akibatnye, termasuk reaksi Uni Soviet yang
merasa tersudut dan gejolak baru di kawesan Asia-Pasifik yang skan meng-
ganggu stabilitasnya, seperti peningkatan armada Soviet yang {erus menerus di
Pasifik. Walaupun hubungan Amerika Serikai—RRC ini semakin meningkat,
RRC belum yakin mengenai jumiah bantuan dan kerja sama vang akan
djterimgn}'a dari Amerika Serikat, khususnva dalam menghadapi masalah In-
docina.”.

-Sebagaim&na dikatakan di atas, usahs RRC untuk mengadakan hubungan
dengan negara-negara anggota ASEAN sdalah dalam rangks mengimbangi
pengeruh Uni Soviet dan Vietnam di Asia Tenggera. Ussha ini misainye

1 Lihet David Mozings, Chinese Policy Toward fndonesla 1949-1967, Cornsl] Universlty Presg
1575, hal, 33

2 Lihat Roger B. Kanet, "*The Soviet Union spd Southenst Asin: Prospect for & Eoviet Role',
Abxian Perspective, Vol. 1, Mo, 2, Fall 1977, hal, 120

3 Lihat 8.5, Battacherys, "Sino-Vietnam Border Clashes™, Stratsgic Anslysls, Vol IV, Mo, 8,
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terhas dalam kunjungan pemimpin-pemimpin RRC ke negara- “@@ara**gnw
gota 'ASEAN dan Birma. Kunjungan ini dimaksud untuk menmgkas;kan
tekanan terhadap Vietnam supaya menarik pasukan-pasukannys dari Kamho»
ja; Sebagai hasil dard kunjungan ind hubungan anters BRC dan sem v
negara anggma ASEAN semakin rapat.

Hubungan RRC—ASEAN itu makin lama makin berarti karena'dua 'ai
Pertama, karena perkembangan dalam negeri RRC sendiri, yaitu kareha renc
cang empat modermsasa tersebut memama suatu pamwmt&hm RRC_yamg

AS::&?%: k%ﬂ..sasqya i H argthm, adalah ¥V
Meskipun RRC perlu terus menerus dzawasz perkemb&ngmnya Ecamna d@aiam
jangka penjang dapat merupakan ancaman bagl ASEAN, ancaman vang seka-
rang lebih perlu diperhatiken adalah Vietnam, terutems sehubungen dengan
kemungkinen ambisi Vietnam untuk mencapai hegemoni bukan hanya di in-
docina seperti telah teriadi, tetapi juga di seluruh daratan Agia Tenggaray Hal
itu lebih dikuatirkan lagl sehubungan dengan ambisi Uni Soviet unmk-ha’@iiﬁfdi
Asia Tenggers, terutama untuk mengadakan pengepungen terhadap RRCdan
untuk mengimbang Ameriks Serikat. Untuk mencapai cita-cita ini Uni Soviet
menggunakan Yietnam dan selaniuinys melakulan takan&nmmksman poimk di
vniayah Asaa T@nggara, tsmaana terhadap ASEAN, :

Oleh %karena ftv hubungan dengan BRC semskin penting artmya hagx
negara-negara ASEAN, karena secara konkrit merupakan imbangan térhadap
Vietnam maupun Uni Soviet, Sekalipun demikian, masalah hubungan periai
dengan pariai komuais, di samping hobungan pemerintak dengan pemeriniah,
sejauh ini menjadi persoalan antara negera-negara anggota ASEAN dan REC,

Mengenai hubungan partai dengan partaei, fakta menunjukkan bahwa Par-
taf Komunis Cing sejak lama membantu kaum komunis ¢i Asia Tenggara.
Sebelum dan sesudah Revolusi Kebudayaan berlangsung, sejumish penduduk
Cina perantauan menyokong kaum subversi setempat berdasarkan pamn}ukva
petunjuk dari Beijing. Hal ini jelas menimbulkan kekuatiran pada negara-
negara Asia Tenggars, khususnya negara-negara ASEAN, Sejarah menyebut-
kan bahwa sebelum Revolusi Kebudayaan satu-satunys negara ASEAN yang
mempunym hubungan diplomaiik dengan RRC adalah Indonesin, Tetapi
hubungan ini dibekukan pada tahun 1967 sebagai reaksi terhadap peranan
Reijing dalam G305/PKi2

1 Lihet Kompas, 12 Maret 1980, Lihat juga Kompas, 13 Pebruael 1981
2 Lihat Bndi Rukmo, ""Hubungan Antar Megara-negars ASEAN dan BRCY, Assa:’éga, _’i‘s}mn
¥ii, No. 9, September 1978, hal. 701 :
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Perdana Menteri Zao Zhiyang dalam lawatannya ke Birma dan Muangthai
menyatakan bahwa hubungan Beijing dengan partai-pertai komunis di
kawasan ini sekarang terbatas pada tingkat politik dan spiritual dan tidak
melibatkan campur tangan dalam urusen dalam negeri negara lain. Dengan

- adanya pernyataan ini timbul suatu pertanyasn apaksh sudah tercipta
hubungan yang baik antara RRC dan negara-negara Asia Tenggara? Sehab
jika memang demikian, hal ini bisa merupakan benteng psikologis yang kuat
terhadap: Vietnem. .

. . Di:samping itu partai komunis setempat merupakan persoalan dalam
negeri masing-masing Negara ASEAN, Dengan demikian adalzh urusan
‘delam  negeri negars vang bersangkutan bagaimana memperlakukannya,
mengakui atau melarangnya. :

... Dalam hal hubungan antara RRC dan ASEAN, tidak adanya hubungan
antara Indonesia dan RRC masih merupakan hambatan yang cukup berarti,
karena Indonesia merupakan negara terbesar dan terpenting di antsra negara-
negara anggota ASEAN, lagi pula mempunyai pemerintahan vang relatif
stabil.” Dengan demikian hubungan dengan RRC belum dapat dimanfaatkan
untuk menjaga kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Begitu pula belum dapat
dikembangkan *’leverage” ASEAN terhadap RRC dalem menjaga keseim-
bangan di kawasan ini, khususnya agar tidak meningkatkan konfliknya
dengan Uni Soviet di kawasan ini atau agar persoalan perbatasan di laujan
atau konflik mengenai sumber-sumber days laut tidak menggangzu kestabilan
di kawasan ini.

HUBUNGAN INDONESIA—RRC

Motivasi setiap negara untuk mengadeken hubungan diplomatik dengan
negara lain adalah kepentingan nasionalnya dan bukannys rase kasih sayang
terhadap negara lain. Demikian pula RRC dalam menjalin hubungan
diplomatik dengan Indonesis, mempunyal tujuan-tujuan tertentu baik untuk
jangka panjang maupun jangka pendek.

Hubungan dipiomatik antara Indonesia dan RRC yang dibuka pads tahun
1650,3 mempunyai ciri-ciri khasnys sendiri dan mengalami pasang surat.
Misalnya peristiws anti Cina di Jakarta dan di kota-kota lainnya di Jawa

1 Lihat Sinar Margpan, 12 Pebrari 1981

2 Lihat Daved Bonavia, ""Chine and Southeast Asia®’, Aslan Perspective, Fall 1977, Vol. 1,
Mo. 2, hal, 180

3 Lihat David Mozingo, op. ot hal, 14
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Barat dan Jawa Timur pads bulan Agusius 1951 karenas sikap RRC ya:ng men? '
dukung geraken PKI, memperburuk hubungan diplomatik Indonesia—~RRC.! -
Hubung&n Indonesxa—RRC ini kemudxan membaik pada Konperensx Asia-

memb_erl;._bantuan kepada kegiatan-kegiatan Partal Koemunis Endonesaa_yéﬁg
pada:wakiu jtu sangat berpengaruh dalam kehidupan politik di Indonesia;
Dukungan “terhadap Partai Komunis Indonesia ini mencapai puncaknya
dengan ‘teriadinya percobaan kudeta oleh golongan komunis tahun: 1965
Sebagai skibatnya poros Beijing—Jakarta retak dan hubungan kedua s ‘negara
menjadi sangat buruk, Campur tangan itu menjadi lebih jelas ketika RRC
memberikan suaka politik kepada pemimpin-psmimpin Partai Komums In-
donesia yang berada di Beijing dan melakukan propaganda anti Indonesm
melalui radic Beijing dan mass media lainnys serta Kedutaan Besar RRC di
Jakarta tidak bersedia memasang bendera setengah tiang sebagai tanda
peénghormatan terhadap perwira-perwira ABRI yang dibunuh dalam percoba-
an kudeta i, : '

Seb&gal .puncak memburuknya hubungan ini meka pada tanggal 23
Oktober:1967, Departemen Luar MNegeri Indonesia dalam suatu memorandum
memberitahukan kepada Pemerinteh RRC bashwa Pemerintah Indonesia
memutuskan untuk menutup Kedutaan Besarnys di Beijing dan bahwa semua
kantor Perwakilan RRC di Indonesia ditutup terhitung mulai tanggal 30
Oktober 1967 i

Pcros Beumg——Jakarta vang tidak sempat bertahan lama dan percobaan
kudeta PKI tahun 1965 yang didukung RRC itu merupakan dua kejadianyang
secara dramatis menunjukkan ketidakstabilan kebijaksanaan RRC terhadap
Indonesia. - Selama 17 tahun beriangsungnva hubungan diplomatik *In-
donesxamRRC kebijaksangan RRC terhadap Indonesia itn mengalam

1 Ibid., hal. 101, Lihat juga Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indone—
sia, Cornell University Press {London 1962), hal, 187-189

2 Lihat J.A.C. Mackie (editor), The Chinese in Indonesiaq, Heinemann Educational Books
{Asia) Ltd., 1976, hal 97-98

3 Lihat Jay Tayvior, China and Zoutheast Asia Peking's Relation with Revolutronaiy Move—
s tn Elammmare Iirtalieliar Tm~a 102 el O
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banyak pernbahan dan akhirnya sampai pada suatu situasi di mena hubungan
diplomatik itu tidak mungkin lagi diteruskan.! S

- Kebijaksanaan luar negeri dinilai sebagai efektif bukan karens tidak ada-
aya pertentangan atau karena stabil, konsisten steupun berhasil menciptakan
hubungan.yang harmonis dengan negara lain, tetapi karena mencapat tujuan
sebagaimana diinginkan oieh pembuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa kebijaksanaan RRC terhadap Indonesia merupakan suatu kegagalan
karens tidak berhasil mencapai tujuannya memperbesar pengaruh Cina dan
‘komunis maupun memperkuat unsur-unsur di Indonesia yang menginginkan
agar-Indonesia bebas dari kekuatan-kekuatan kapitalis dan Uni Soviet.2 - 2l

.« Biarpun dibekukan setélah percobasn kudeta tahun 1965, pada prinsipnya
hubungan diplometik Indonesia—RRC itu diangzan masih teiap ade, walay-
pun tidak operasional, dan Indonesia hanys mengeku! Pemerintah RRC
sebagai satu-satunya Pemerintah Cina yang sah. Tetapi sejak itv antara In-
donesia dan RRC prakiis tidak ads kegiatan diplomasi formal. Kepentingan
Indonesia di RRC ditangani oleh Keduiaan Besar Kamboja di Beiling, sedang-
kan kepentingan RRC di Indonesia ditengani oleh Kedutaan Besar Rumania di
Jakarts,

-+ Sejak beberapa iahun masalah hubungan diplomatik Indonesie—RRC itu
kembali diperbincangkan dan bahkan disinggung dalem Pidatc Pertangpung-
jawaban Presiden R.1. di depan Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1978,
yang antara lain menegeskan bahws Indonesia tidak ads halangan sedikizpun
untuk bersahebat dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain yang menganut
sistem sosial ataupun politik yang berbeda dengan Indonesis. Ini adalah salah
satu cermin dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sudah
barang tentu hubungan dan kerja sama itu herus didasarkan pada prinsip-
prinsip seperti hormat menghormati dan saling tidak mencampuri urugan
dalam negeri masing-masing negara. Atas dasar prinsin-prinsip itu Indonesia
mengambil langkah-langkah persiapan pemulihan  hubungan diplomatik
dengan RRC, tetapi pada waktu yang sama meningkatkan kewaspadaan ier-
hadap segala kemungkinan berdasarken pengalamean pahit di masa lalu,

Semuanya itu merupakan reaksi atas laporan Hua Guofeng vang disampai-
kan kepads Xongres Nasional Rakvat Cina ke-5 tahun 1978 yang aniara lain
menyatakan bahwa RRC telah siap untuk memulihkan hubungan diplomatik
dengan Indonesia.’ Demikianpun pemimpin RRC lainnya, Li Hsien-nien,

1 Lihat David Mozingo, op. off., hal, 13-14

2 Ibid, hal. 15

3 Lihat Berita Buang, 7 Meret 1978 Lihat juga "Document. Chinese Maticnal People
Canprees?? Qdeadaeis Floant 3m] YT 85, A A conlf 1000 Towl g e




na_mya apz yang dikatakan pembukssn hubungan ﬁipiaman X
;_:_313 lagi, sebab hu%:aungan it sud&h ada. Yang damaksud adal&

terhadap sszkap dan perbusian RROC vang tidak lagl mematubi nerma-
hubungan. 'plamatxk sgjsk terjaémya s}ercobaam %;udem tahun 1965,

manaéaun- dan dengan ﬁandangan polidk: aﬁapun selama hn,.bungan i
iaa.ml salmg menguntungkan serta dibina dengan pmuh itikad baik &tas
psxsamaan

* Pendekatan ke arah normalisasi hubungan dlplematxk Indonesza" RRC
ini menghadapi hambaian-hambatan. Pertama, akibat Revolusi Kebuda '
di RRC sejak tahun 1966 situasi dalam negeri RRC tidak menentu dan hal ini
membuat pemimpin-pemimpin Indonesia ragu-ragu terhadap itikad baik RRC
dalam politik luar negerinya. Kedua, Pemerintah Beijing tetap memalankan_:
politik luar negeri vang membedakan antara hubungan pemerintah dengan
pemerintah di satu pihak dan hubungan partali komunis dengan partai
komunis:di lain pihak. Ketiga, Pemerintah RRC tidak menentu dalam garis
kebijaksanaannya mengenai persoalan Cina perantauan (hoakiau), Akan’
tetapi karena telah terjadi perubahan fundamental di RRC, termasuk kebi--
jaksanaan luar negerinya, yang membawa kestabilan di dalam negeri RRC;*
maka penentuan kebs;aksanaan Pemerintah Indonesia terhadap RRC menjadl
1eb1h mudah

Selam 1tu, situasi di Indacma yvang menunjukkan bahwa Vietnam dan Um :
Soviet menjadi anceman mendesak terhadap ASEAM, pencairan hubungan.
diplomaiik Indonesia—RRC dipandang lebih mendesak daripeda sebelum-
nya, karena RRC dapat diandalkan uniuk menghadapi ancaman tersebut,
terutama karena untuk sgmentara waktu hanya RRC menunjukkan kemauan
dan kemampuan untuk itu, : g

Hal 1m tzdak berarii bahwa Indonesia harus melakukan pencairan terscbut_
secars semh&k karena BRRC sendiz sangat membutuhkan norsmalisasi itu, un-
tuk dapat mengimbangi kehadiran Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara dan ..
mengelak dari pengepungan Uni Soviet di sebelah selatan yaitu melalui Viet-
nam.

Apabile hubungan Indonesis—RRC ini dikaji lebih dalam lagi, maka
jelasiah bahwa terdanst dug maeeam nermasalahan, vaitn masalah normalisasi
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itu sendiri yang pada hakekatnya merupakan masalah hubungan antar negara
dan masalah status Cina perantauan di Indonesia, vang lebih merupakan
masalah sosial politik dalam negeri Indonesia, Normalisasi di sini adalah syatu
masalah hubungan lnar negeri yang harus dijalankan sesuai dengan politik
luar negeri Indonesia, sedangkan status Cina perantauan di Indonesia merupa-
kan suatu masalah yang berada di bawsh vurisdiksi Megara Indonssia. '

Indonesia memang menganggap penting masalah Cina perantauan ity dan
mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya dan memperjelas status
Cina perantanan, yaitu dengan mengeluarkan Insiruksi Presiden No, 2 tahun
1980 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan

Keputusan Presider: No. 13 tahun 1980 tentang Cara-cara Penyelesaian Pei-
mohonan Pewarganegaraan Republik Indonesid (naturalisasi),! Sebagai
hesilnya maka orang Cina asing yang dianggap warga negara Cina akan
berkurang. Langkah Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ity
tidak berakhir di sini, tetapi dia harus juga menciptakan dan melaksanakan
mekanisme pembauran yang baik,

KESEJAKSANAAN RRC MENGENAI CINA PERANTAUAN

Dalam dekade pertama lahirnya RRC tahun 1849, massiah Cina peran-
tauan sudah dipersoalkan dan dianggap sebagai masalah penting bagi pelaksa-
naan kepentingan Nasional RRC. Tahun 1977 masalah ini kembali dipersoal-
kan oleh pemimpin-pemimpin RRC.2

Bagi RRC orang-orang Cina perantauan merepakan masalah tersendiri
yang cukup'merepotkan karena kegiatan mereka tidak jarang menyulitkan
posisi RRC dalam langkah-langkah diplomasi yang diambilnya. Oleh karena
itu Pemerintah Beijing mulai meragukan kesetiaan mereka terhadap tanah air
dan bangsa mereka, walaupun selama ini mengakui orang-orang Cina yang
berada di luar negeri sebagai warga negaranya sekalipun mereka sudah dengan
sukarela meninggalkan kewarganegaraan aslinya dan menjadi warga negara
tempat tinggal mereka. Menyadari gejala serupa itu dan kemungkinan tim-
bulnya akibat vang bisa lebih menyulitkan posisi RRC, maka Pemerintah
RRC pada bulan Agustus 1980 mengambil keputusan untuk mengakhir sistem
dwi-kewarganegaraan dengan mengeluarkan suatu Undang-undang Kewar-
ganegaraan baru. Undang-undang ini antara lain menetaplkan bahwa setiap
orang Cina yang tingga! di negara lain dan telah menjadi warga negars itu

1 Lihat Tempo, 29 Maret 1980
2 Lihat C.Y. Chang, Overseas Chinese in China’s Policy™, The China Quarterly, Juni 1980,
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dengan Jalan mnaturalisasi ateu telah memperoleh kewarganegaraan asm - 2ta

kemauannya  sendiri, kehilangan kewarganegaraan Cinanya. Pada mtmya%f
undang-undang baru itu tidak lagi mengakui asas dwx-kcw&rganegaraan-’yang :
chanut RRC seiama ini. :

iselar ]iitnya karena pcngamhnya sangat {anh, tidak hanya ter'hadap_zs
mereka yang masih .menganggap d:rmya Warga negars C:na, tetapl--'--guga--.

tauan, Keb;;aksanaaa RRC itu akan membantu proses amegras; orang-orang
keturupan Cina di luar RRC dalam kehidupan nasional di negara-negara d;
mana mereka menjadi penduduk. Undang-undang kewarganegaraan baru un
juga. membenkan ketegasan dalam politik antar negara. ; ;

Keputusan Pemarmtah RREC ini kiranva pantas mendapat tanggapan _ba:_._ .
dari, negara-negara Asia. Tenggara, Indonesia khususnya, oleh karena. sebagai
aklbamya dua peraturan yang dikeluarkan cleh Pemerintah Indonesia; yaitu -
Instruksi Presiden No..2 tahun 1980 dan Keputusan Presiden No. 13: tahun
1980, akan mudah pelaksanaannya '

Dengan dakeluarkannya dua peraturan itu yang xemudlan secara kebetulan.
disusul dengan dlkeiuarkannya kebijaksanaan RRC mengenai kewarganeg:
raan, maka satu hal yang changgap sebagai salah satu faktor penghambat nor- .
malisasi hubungan Indonesia—RRC setidak-tideknya sudah dapat d1sangku'-
kan, Tetap1 perlu diingat bahwa normalisasi hubungan Indonesia—RRC t1dak _
dapat dxlaksanakan semata—mata karena masalah status Cina peranta an
sudsh dapat dxselesaxkan

NORMALISASI DAN SALING KETERGANTUNGAN

Saling ketergantungan antar negara merupakan salah satu ciri pokok
jaman ini yang tidak bisa diabaikan oleh negara manapun di dunia. Lepas dari
sistem -sosial yang dianut suatu negars, saling ketergantungan bahkan
cenderung untuk menjadi lebih besar sejalan dengan kema;uan—kema;uan
vang dicapai. S

Amerika Serikat misalnya, salah satu negara besar yang sangat maju dan
kaya akan sumber-sumber daya alam maupun manusia, ternyata semakin
bergantung pada negara-negara lain, sekalipun Jems dan bentuknya blsa.
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mengembangkan sistem masyerekat feriutup, justru untuk melestarikan
masyaraks: teriutup ity negara ind semakin bergantung pada ﬁegam-nnegami
Izin; depas davi f5] meupun cerz vang ditempul, .

Ditinjau dari sudut itu, maka pencairan atau normalisssi hubungan In-

- donesia—RRC menguntungkan kedua negara. Sekalipun sampei sckargng

'm%mngan jtu-masih beku, cukup banyak jenis produksi RRC masuk pasaren

' Indonesia melaiui tangan kedua den ketiga, Begity jugs produksi Indongsia”
“cukup: ‘banyak diimpor oleh RRC melalui pasar.-pasar transite seperti

Singapura dan Hongkong. Berkat normalisasi hubungan, maka usaha saling -
memenuhi kebutuhan tertentu sebagai zalah satu pencerminen saling ketergan- -
mngan akan dﬁp&t dilakukan secars langsung dan lebih menguntungkan,

: -Yang menjadi masalah sekarang adalah bilamana hubungan itu dapat'
dinormalisssikan/dicairkan? Untuk memecahken masalah ini kiranya perln’
ditekankan lebih dabuin bahwa normalisasi yang disdakan jangan sekedar
normalizasi saja, tetapi seperti pembukaan hubungan yang tadinya belum ada,
harus memenubi syarat tertentu, Salak satu diantaranya adalah kesediaan dan
itikad baik masing-masing negara untuk mencairkan hubungan, Kesediaan
dan itikad baik itu iebih ditentukan oleh sikap daripada kata-kata masing-
masing pihak, Ditinjau dari sudut ini maka usul Beljing agsr ASEAN dan
RRC membentuk front bersama guna menghadapi kepentingan negara-negara
rakedsa di Asie Tenggara, sedikit banyak terasa sebagal sikap vang sulit
dztemma sebagai p@ncemman kesediaan dan itikad baik itn. Hel ind berten-
tangan dengan prinsip-prinsip yang dianut Indonesia seperti bekergasama'
dengan gemua negara dan bangsa di dunia, tidak mencampuri urusen dalam
negeri negara lain, saling menghormati dan tidak berhadapan sebagai lawan
dengan negara/pihak manapun, Ini berart bahwa selama RRC Darmimz_'
menggunakan normalisasi hubungan untuk tujuan yang oleh Indonesia dirasa-
kan tidak sesual dengan prinsip-prinsip itu, agaknya akan sulit bagi Indonesia
untuk melakukannya.

Syarat lain yang tidak bisa diabaikan ialah kesiapan masing-masing pihak
untuk mengambil manfant dari normalisasi itu. Sesusi dengan sikap Beijing,
mungkin saja RRC sudah siap. Tetapi bagi Indonesia penanganan mesalah-
masalah dalam negeri yang erat hubungannye dengan kesispan itu kemung-
kinan masih belum sepenvhnya rampung. Dalam hubungan ini penyelssaian
snasalah Cina perantguan (hoakiau) secara tuntas merupakan salah satu per-
timbangan kesiapan iy, karen& pada dasarnva menvangkui keamanan dan
ketahanan nasional.!
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Karena RRC adnlah suatu kenyatasn yang begitu beser, Indonesia "'dak
holeh -E-mgngabmiraﬁ kemungkinan normalisasi hubungan i, Namam_ kgnf.
nzk&kehmaﬁ yang besar.bila Indonesia tidak bise mengambil man-

fant dan normelisasiitu, apalagi bila normalisast itw justru akan m@mmbuikan-f
k@sulxﬁan—kesuiatan sepem e‘im&ammya di INRESA Emmu, :

Pendeknya, nermahs&sn hubmgam d@ngan RRC i‘mms b&rmaﬁf&a& K&pan"‘ :
wakiunys bergantung dari ‘kesiapan Indonesia yang ikut ditentukap 'ieh!:-. :
kesiapan RRC vang antara lain dapatdibaca darl sikap vang diambilnya i

PENUTUP

Walaupun belum ada gambaran kapan hubungan Indonesia—RRC akan
dicairkan kembali, adalah jelas bahwa pada suatu saat vang dianggap tepat
normalisasi itu akan dilakuken, karena bagaimanapun Indonesia tidak bisa
mengabaikan suaty negars di Asta-Pasifik vang berpenduduk sekitar 1.000
juta orang yang pasti mempunyai peranan penting di kawasan. Dalam jangka
panjang kepentingan nasional Indonesia menghendalki normalisas! itn, sebab
adanya hubungen diplomatik ini skan dapat membeniu mempermudah
menyelesaikan persoalan-personlan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik yvang
menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Ini salah satu keuntungas vang
dapat ditarik dari normealiszsi hubungan diplomatik Indonesia—RRC.

Dicelah-celah keuntungan yang dapat diterik, ada kerugian-kerugian vang
mungkin ditimbulkan dan akan dirasekan. Schubungan dengan hal ini Inde-
nesia perlu menetapkan berbagai hal sebagai syarat normalisasi. Periama,
hubungan Indonesia—RREC harus lebih menekankan hubungan pemeriniah
depgan pemeriniah daripada hubungan partal komunis dengan pariai
komunis, Kedua, RRC tidak boleh menonjolkan kehadiran pimpinan eks PKI
di Beijing dan hares menghentikan propaganda anti Indonesia dan segala ban-
tuan untuk subversi &f Indonesia. Ketiga, RRC herus membatasi jumlah ang-
gota perwakilen yang bersiatus diplomatik berdasarkan resiprosites dengan
perwakilan BRI, di Beijing, Keempat, dalam scal Cing perantauan di Indonesis
RRC tidak boleh campur tangan, baik secars diam-dism maupun terang-
terangan, khususnya dalam sozl Cina perantauan yang telah menjadi warga
negara Indonesia,

Karena situasi di Indecina cukup gawat dan situasi politik i kawasan
Asia-Pasifik meminta hubungan vang lebih seimbang, maka syarat-syarat ¢i
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~Harus:diakui bahwa hubungan diplomatik vang sudah bertahun-tahun
dibekukan pada suatu saat harus dicairkan juga dan oleh karena Indonesialah
yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC itn, maka sewajarnya-:
lahkalau Indonesia pula yang mencairkannva, Langkah ini sudzh barang ten-
tu harus didahului oleh persiapan-persiapan yang matang agar tidak menjadi’
bumerang bagi kepentingan Indonesia di masa mendatang. Di pihaknya, RRC
harus memperlihatkan itikad baik dengen menerima syarat-syarat yang diaju-
. kanIndonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa keputusan mengenai nor-
malisasi hubungan ini juga terletak di tangan RRC. T




